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TENTANG

TIM PERCEPATAN PENCADANGAN LAHAN PENGGARAMAN
UNTUK II.IVESTASI PERTAMBAKAN INDUSTRI GARAM NASIONAL

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GT'BERIVUR ITUSA TENGGARA TIUUR,

Menlnbang : a. bahwa kebutuhan pasokan garam nasional baik garam
konsumsi maupun garam industri terus meningkat,
narnun produksi garam dalam negeri belum bisa
memenuhi kebutuhan pasokan garam nasiona.l, sehingga
masih bergantung pada impor dari luar negeri;

b. bahwa untuk mengurangi ketergantungan impor garam
dari luar negeri dan dalam rangka mengembangkan
industri garam daerah guna memasok produksi garam
dalam negeri, diperlukan ketersediaan lahan guna
mendukung investasi swasta dan/ atau BUMN di bidang
industri pertarnbakan garam;

c. bahwa potensi lahan penggaraman di Nusa Tenggara Timur
masih cukup besar untuk dikelola dan dimanfaatkan
dalam rangka mendukung kebutuhan industri garam di
Nusa Tenggara Timur bahkan industri garam nasional;

d. bahwa untuk memenuhi kebutuhan lahan 56legaimana
dimaksud pada huruf b, terdapat lahan bekas Tanah Hak
Guna Usaha d.an/ ataw tanah ulayat di Nusa Tenggara
Timur yang bisa dicadangkan unhrk mendukung
pengembangan industri garam daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan
Pencadangan Lahan Penggaraman Untuk Investasi
Pertambakan Industri Garam Nasional di Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

A6ngtnget : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali' Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 115'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
r6a9);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 196O tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104' Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ZO+SI; /



ilenetapkaa:
I{ESATU :

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahrrn 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ilETUTUSKAI| :

Tim Percepatan Pencadangan Lahan Penggaraman Untuk
Investasi Pertambakan Industri Garam Nasional di Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
adalah sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan pemerintah guna mempercepat
pencadangan lahan untuk investasi industri
pertambakan garam nasional;

b. melakukan identifikasi, verilikasi, monitoring dan
evaluasi serta mediasi dan fasilitasi terkait pencadangan
lahan Wnggaramar. untuk investasi industri
pertambakan garam di Nusa Tenggara Timur; dan

c. menyelesaikan semua persyaratan baik teknis dan
administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam l,ampiran
Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud
dalam Dikturn KESATU bertanggungiawab kepada Gubemur
Nusa Tenggara Timur.
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur serta
sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

I{TDUA :

KENGA :

KEEUPAT

KILIMA :

KBTUfi'H

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal lE n(Yf)b.-Y 2ol8

IE GUBERNUR NVS+ TENGGARA TIMUR,u \t^
\U/
V'I VIKTOR BI'I|GTILU LIUSKODAT

Tembusan:
1. Pr€siden Republik Indonesia di Jakarta;
2. u/akil kesiden Republik lndonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri DaLam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
6. Wakil Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ;(



LAIUPIRAN : KEPUTUSAIV GUBERNUR T{USA TENGGARA TIMUR
NOMOR
TANGGAL

. 37{ IKEPIHK/2018: lr OLtOber 2Ol8

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENCADANGAN LAHAN
UNTUK INVESTASI PERTAMBAKAN INDUSTRI GARAM NASIONAL

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Gubernur Nusa Tenggara Timur Melakukan pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan kepada anggota
Tim agar percepatan pencadangan lahan dapat tercapai.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara
Timur

Melakukan pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan kepada anggota
Tim agar percepatan pencadangan lahan dapat tercapai.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Memberikan pengarahan terkait pelaksanaan tugas Tim.

Walikota Kupang Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian
masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan F erencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kota Kupang.

Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian
masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Kupang.

Bupati Timor Tengah Selatan Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian
masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah
Selatan.



7. Bupati Timor Tengah Utara Pengarah Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian

masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah

Utara.

8. Bupati Belu Pengarah Vtemberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian

masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Belu.

9. Buoati Malaka Pengarah Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat' penyelesaian

masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong'
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Malaka'

10. Bupati Rote Ndao Pengarah Ivlemberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian

masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao'

11. Bupati Sabu Raijua Pengarah Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian

masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

12. Bupati Alor Pengarah Vtemberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian

masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong'
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Alor.
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13. Bupati Sumba Timur Pengarah Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian
masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Sumba Timur.

t4. Bupati Sumba Tengah Pengarah Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian
masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

1< Bupati Sumba Barat Pengarah Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian
masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat.

16. Bupati Sumba Barat Daya Pengarah Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian
masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.

17. Bupati Lembata Pengarah Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian
masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten lembata.

18. Bupati Flores Timur Pengarah Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian
masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Flores Timur.

19. Bupati Sikka Pengarah Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian
masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Sikka. /t



20. Bupati Ende Pengarah Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian

masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong'
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Ende.

2t. Bupati Nagekeo Pengarah Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian

masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong'
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Nagekeo'

22. Bupati Ngada Pengarah Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian

masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Ngada.

23. Bupati Manggarai Timur Pengarah Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian

masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Manggqlq Timur

24. Bupati Manggarai Pengarah Memberikan pengaraharr terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian

masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaeur tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai.

25. Bupati Manggarai Barat Pengarah Memberikan pengarahan terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian

masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong'
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

26. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekda Provinsi NT'I

Ketua Mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas Tim.
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27. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekda Provinsi
NT'T

Wakil Ketua a. membantu Ketua Tim dalam mengoordinir pelaksanaan tugas Tim; dan
b. mewakili Ketua apabila berhalangan.

24. Kepala Biro Perekonomian Setda
Provinsi NT'T

Sekretaris Mengoordinir dan menyelenggarakan tat-a, usaha Tim percepatan
Pencadangan Lahan Untuk Investasi Pertambakan Industri Garam
Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

29. Kepala Badan PPI(AD Provinsi
NTT

Anggota Mengambil langkahJangkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan
fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.

30. Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi NTT

Anggota Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan
fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.

31. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi NTT

Anggota Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan
fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.

32 Kepala Kanwil. BPN Nusa
Tenggara Timur

Anggota Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan
fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.

22 Kepala Bappeda Provinsi NTT Anggota Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan
fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.

34 Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi NTT

Anggota Mengambil langkahJangkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan
fungsi lembaganya untuk mendukung pelalsanaan tugas Tim.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi NTT

Anggota Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan
fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.

36 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
NTT

Anggota Mengambil langkahJangkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan
fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.

Kepala Biro Pemerintahan Setda
Provinsi Nfi

Anggota Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan
fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.

38 Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi NTT

Anggota Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan
fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
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39 Kepala Biro Hubungan
Masyarakat Setda Provinsi NTT

Anggota Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan
fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.

40 Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi NT'T

Anggota Mengambil langkahJangkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan
fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.

4l Rektor UNDANA Anggota Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan
fungsi lembasanya untuk mendukung pelaksanaan hrgas Tim.

42 Ketua Asosiasi Industri Garam
Nasional Provinsi NTT

Anggota Mengambil langkahJangkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan
fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
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